
 
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

NOMOR  214/UN40/KP.06.00/2026 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3206/UN40/KP.06.00/2025 TENTANG  

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  

PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI  

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

TAHUN 2026 

 

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi yang 

memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih dan bebas 

dari korupsi, kolusi, dan nepotisme  melalui program Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan nonakademik pada Fakultas Pendidikan 

Teknik dan Industri  Universitas Pendidikan Indonesia, perlu mengangkat tim pelaksana 

pembangunan zona integritas dimaksud; 

b. bahwa sesuai Surat Wakil Rektor Nomor B-486/UN40.R3/OT.02.02/2026 tanggal 23 

Januari 2026 hal  Permohonan Penerbitan Revisi Surat Keputusan, perlu menetapkan 

Keputusan Rektor dimaksud; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, 

perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 

3206/UN40/KP.06.00/2025 tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada 

Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026; 

  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5336); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan 

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan 

Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6461); 

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 
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2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 444);  

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 

Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 601);  

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas 

Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan 

Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta 

Universitas Pendidikan Indonesia;   

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang 

Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan 

Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030; 

11. Keputusan Rektor Nomor 3206/UN40/KP.06.00/2025 tentang Tim Pelaksana 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani pada Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri 

Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026; 

  
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR 

NOMOR 3206/UN40/KP.06.00/2025 TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN 

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH 

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK 

DAN INDUSTRI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026. 

  
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 3206/UN40/KP.06.00/2025 tentang Tim 

Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani pada Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas 

Pendidikan Indonesia Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan Rektor ini.  
KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 

2 Januari 2026. 

 

 Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 28 Januari 2026 

 

REKTOR, 

 

 

 

 

 

 

 

DIDI SUKYADI 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

NOMOR 214/UN40/KP.06.00/2026 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3206/UN40/KP.06.00/2025 TENTANG 

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS 

DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  

PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI  

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 

 

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  

PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI   

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026 

 

A. Tim Zona Integritas 

 

 

B. Agen Perubahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penanggung Jawab : Dr. Eng. Agus Setiawan, M.Si. 

Ketua : Prof. Dr. Ana, M.Pd. 

   

1. Bidang Manajemen Perubahan   

      Koordinator : Nita Nur Rezkia, M.Agr. 

      Anggota : 1. Yuyun Rohayati, S.Pd. 

2. Irwan Gunadi, S.Pd. 

   

2. Bidang Penataan Tata Laksana    

      Koordinator : Ahmad Baehaqi, S.Pd., M.T. 

      Anggota : 1. Rieka Indriyani Sofyan, S.Pd. 

2. Muhammad Ikhsan Nurulfalaah, S.Kom. 

   

3. Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM   

      Koordinator : Dr. Ajani Restianty, M.I.Kom. 

      Anggota : 1. Dwinita Ginanjar, S.Kom 

2. Nurdin Toha, S.Tr.Ap. 

 

   

4. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja   

      Koordinator : Aulia Zikri Rahman, S.Pd., M.Eng. 

      Anggota : 1. Gilang Wahyudi, S.ST. 

2. Yadi Setiadi, S.T. 

   

5. Bidang Penguatan Pengawasan    

      Koordinator : Hendri Sulistyo, S.Pd. 

      Anggota : 1. Wahyu 

2. Muhamad Rizal 

   

6. Bidang Penguatan Kualitas Pelayanan Publik   

      Koordinator : Lia Shafira Arlianty, S.Pd., M.Si. 

      Anggota : 1. Mega Nabilah Ainun Nada, S.Pd. 

2. Heni Hernawati, S.Pd. 

1. Asep Maosul, S.Pd., M.Pd. 

2. Novita Eka Anggraeni, S.P. 

3. Nai’la Nursyifa 
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C. Admin/Operator Aplikasi INSPIRASIDIKTI: Irwan Gunadi, S.Pd. 

 

 

REKTOR, 

 

 

 

 

 

 

 

DIDI SUKYADI 
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